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	1. Pengertian
	Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

	2. Tujuan
	Menjadi acuan dalam permintian informasi publik

	3. Kebijakan
	Keputusan Walikota Nomor 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PelaksanaPada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda.

	4. Referensi
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

	5. Prosedur / langkah-langkah
	Alat dan Bahan
1. Formulir permohonan keberatan
2. Komputer 
3. Jaringan Internet
4. ATK
5. Desk (meja) Layanan Informasi
6. Printer
7. Telepon
8. Surat / nota dinas
9. Daftar Informasi Publik (DIP)

Langkah-langkah:
1. Mengajukan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana melalui Petugas baik secara langsung maupun online dengan mengisi formulir permintaan informasi.
2. Menerima formulir, memberikan nomor registrasi dan tanda terima permohonan informasi serta, meverifikasi kelengkapan berkas jika informasi yang diminta tersedia di Daftar Informasi Publik (DIP) maka langsung diberikan kepada pemohon. 
3. Jika informasi yang diminta belum tersedia di Daftar Informasi Publik, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana
4. Apabila persyaratan tidak lengkap, diberikan surat keterangan tidak lengkap pada pemohon. Pemohon harus melengkapi persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
5. Menyerahkan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana untuk dipelajari subtansi informasi yang diminta dan menentukan sifat informasinya
6. Membuat disposisi rujukan permintaan informasi ke dewan pertimbangan jika informasi tersedia. Dewan Pertimbangan berkoordinasi dengan PPID Pelaksana.
7. Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi atau dokumen yang dibutuhkan dan memberikan informasi / dokumen kepada PPID Pelaksana
8. Memerika dan mengonsep jawaban atas permintaan informasi berdasarkan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana.
9. Jika informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dalam penguasaannya maka PPID menyampaikan surat penolakan kepada pemohon
10. Memberikan informasi jika informasi tersebut sudah dalam penguasaannya dan memberikan lembar survey kepuasan layanan informasi untuk diisi kepada pemohon.
11. Menerima informasi/dokumen yang diminta.
12. Jika informasi/dokumen berbentuk hardcopy maka pemohon harus menggandakan berkas tersebut dan menyerahkan kembali kepada petugas. Jika informasi/dokumen berbentuk softcopy maka dapat dikirim melalui email atau dicopy menggunakan flashdisk milik pemohon.
13. Menyerahkan lembar survey yang telah diisi kepada petugas.

	6. Diagram Alir (jika dibutuhkan)
	Pemohon mengsisi form permintaan Informasi 







Tersedia informasi
Menerima Formulir

Tidak tersedia informasi 






Berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pelaksana

Informasi Publik  langsung diberikan kepada pemohon.







Persyaratan 



lengkap
Tidak lengkap










Menyerahkan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana







Membuat disposisi rujukan permintaan informasi ke dewan pertimbangan







Menghimpun, mengolah dan menganalisa informasi atau dokumen yang dibutuhkan







Memerika dan mengonsep jawaban atas permintaan informasi








Memberikan informasi
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Menerima informasi/dokumen yang diminta.








Menyerahkan lembar survey yang telah diisi kepada petugas.














	7. Hal-hal yang perlu diperhatikan
	Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik

	8. Unit Terkait
	1. Pendokumentasian Informasi Publik
2. Pelayanan informasi

	9. Dokumen   Terkait
	

	10. Rekaman Historis Perubahan
		No
	Yang Diubah
	Isi Perubahan
	Tanggal Mulai Diberlakukan
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